
1. Undang-UndangNomor28 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah
Tingkat " dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3019);

3. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
NegaraRI Nomor3209);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran
NegaraRI Nomor 3437);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan LembaranNegaraRI Nomor4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
LembaranNegara RI Nomor 4437) sebagaimanatelah dlubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang.undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,
TambahanLembaranNegaraRI Nomor4844);

a. bahwa dalam rangka memberikan per1indunganterhadap status hak
sipil seseorang guna tertib administrasi pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil, khususnya menyangkut akurasi data kelahiran,
sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juni
2007 Nomor 474.1/12741SJ dan tanggal 11 September 2007
Nomor 474.1/38271MD perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan
Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, per1u
dilakukan pelayanan penerbitan pendaftaran penduduk dan
pencatatansipil dimaksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud hUM a,
perlu menetapkan PeraturanWalikota Palembang tentang Pelayanan
Pencatatan Kelahlran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang­
UndangNomor 23 Tahun 2006.

PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI
BERLAKUNYA UNDANG.uNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMB~''3,

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 52 TAHUN 2008

TENTANG

Mengingat

Menimbang

WALIKOTA PALEMBANG



Dengan Peraturan ini, menetapkan Pelayanan Pencatatan Kelahiran
Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006.

Pasal 1

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAYANAN
PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA
UNDANG-UNDNG NOMOR 23 TAHUN 2006.

MEMUTUSKAN :

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4634);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Kewarganegaraan RI (Lembaran Negara RI Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara RI Tahun
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenfKota (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4737);

12. Keputusan Presiden RI Nomor 86 t ahun 2004 tentang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 119);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil di Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang
Kelentraman dan Ketertiban (Lembsran Daerah Kota Palembsng
Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);

16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 15);

17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Retribusi Adminislrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 21);

18. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 200 Nomor6);

19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008
Nomor9).

Menetapkan



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 0tU"'~ 2008

Pasal 8

Peraturan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palembang.

Dalam rangka efektifrtas pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan
kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pertu ditingkatkan
upaya sosialisasi pencatatan kelahiran secara menyeluruh dan
melibatkan berbagaipihak terkait serta tokoh masyarakat.

Pasal7

KepadaPemohondibebankan untukmembayar blaya penerbltan Kutipan
Akta Kelahiran. yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undnganyang berlaku.

Pasal6

Pasal4

Dispensasi pelayanan aida kelahir~ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, diberikan dengan tidak rn. merlukan penetapan Pengadilan
Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya
tertambat dengan melampirkanpersyaratan teknis yaitu Kartu Keluarga
(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP).

Pasal5

Aida kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu anak
pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu dan
anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan
orang tuanya.

.'

Pasal3

Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran setelah
mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palembang.

Pasal2

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Pemerintah
Kota Palembangmelalui Dinas Kependudukandan PencatatanSipil Kota
Palembang di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat
60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.


